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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.
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Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan
calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Potitik yang telah memenuhi
persyaratan.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD
Kabupaten /Kota.

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan
2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama
bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu
anggota DPD.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah
kawin, atau sudah pernah kawin.

Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas
Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri,
dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu  Kabupaten/Kota adalah badan  untuk

mengawasi  penyelenggaraan Pemilu di  wilayah
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kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu di  wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain
yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa
adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain.
Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk
oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di luar negeri.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di
kabupaten /kota.

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat,
badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri,
lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara
sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar
kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari
Bawaslu.

Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus
dugaan pelanggaran Pemilu.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait Pemilu.
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Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah
pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang
berdasarkan  sumpah  dan/atau  janji = sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau
tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya
disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah
perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara,
prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon,
calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi
secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemilu.

Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari
pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan
dugaan pelanggaran Pemilu.

Investigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pengawas Pemilu untuk menelusuri informasi awal,
menggali informasi mengenai fakta, serta mencari,
mengumpulkan, atau memeriksa data atau informasi
tentang peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Hari adalah hari kerja.
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Pasal 2

(1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan
dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan
secara terbuka.

(2) Dalam hal terdapat beberapa temuan atau laporan
pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dapat menggabungkan dalam 1 (satu)

pemeriksaan.

Pasal 3
Peraturan Badan ini mengatur mengenai penyelesaian dugaan
Pelanggaran  Administratif @ Pemilu dan  Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau Pasangan

Calon.

BAB II
WEWENANG

Pasal 4

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan
memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

(2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji,
dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya
mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.

(3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada
Panwaslu Kecamatan.

(4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap
dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan

administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
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Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terbuka.

Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji,
dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta Pasangan Calon.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk
majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima
dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM.

BAB III
MAJELIS PEMERIKSA

Pasal 5

Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan melalui rapat
pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten /Kota.

Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Ketua yang berasal dari Ketua Bawaslu,
Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Dalam hal Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berhalangan hadir, pleno pembentukan
majelis pemeriksa dipimpin oleh Anggota Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 6
Bawaslu membentuk  majelis pemeriksa dalam
penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari

Ketua dan Anggota Bawaslu.
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(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7
Dalam hal Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua majelis

pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota Bawaslu.

Pasal 8

(1) Bawaslu dapat membentuk  majelis pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di Bawaslu
Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM oleh calon anggota DPRD Provinsi dan/atau
DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang
dari Bawaslu yaitu Ketua atau Anggota Bawaslu dan 2
(dua) orang dari Bawaslu Provinsi yaitu Ketua dan/atau
Anggota Bawaslu Provinsi.

(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 9
Dalam hal ketua majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua majelis

pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota Bawaslu.

Pasal 10

(1) Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa dalam
penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di tingkat
provinsi.

(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu

Provinsi.
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Pasal 11
Dalam hal ketua majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua
majelis pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota

Bawaslu Provinsi.

Pasal 12

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk majelis pemeriksa
dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di
tingkat kabupaten/kota.

(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten/Kota.

Pasal 13
Dalam hal ketua majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua
majelis pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota

Bawaslu Kabupaten /Kota.

Pasal 14

(1) Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji
dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dapat dihadiri
paling sedikit 2 (dua) orang anggota majelis pemeriksa.

(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh asisten pemeriksa.

(3) Asisten pemeriksa ditetapkan dengan surat keputusan
Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (2) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan,

dan memiliki pengalaman dalam menangani Pelanggaran
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Pemilu, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan
Pelapor dan/atau terlapor.

Asisten pemeriksa dapat berasal dari tenaga ahli, tim
asistensi Bawaslu, tim asistensi Bawaslu Provinsi,
pejabat atau staf sekretariat jenderal Bawaslu dan/atau
tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang
hukum.

Asisten pemeriksa di Bawaslu dapat berasal dari tenaga
ahli, tim asistensi, pejabat atau staf sekretariat jenderal
Bawaslu, dan/atau tenaga profesional di bidang
kepemiluan atau bidang hukum.

Asisten pemeriksa di Bawaslu Provinsi dapat berasal dari
tim asistensi Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu
Provinsi, atau tenaga profesional di bidang kepemiluan
atau bidang hukum.

Asisten pemeriksa di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat
berasal dari, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota,
atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau

bidang hukum.

Pasal 16
Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji
dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dibantu oleh:
a. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
b. 1 (satu) orang notulen.
Sekretaris pemeriksa dapat berasal dari pejabat
struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal
Bawaslu atau Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil
pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Sekretaris pemeriksa di Bawaslu merupakan pejabat
struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal
Bawaslu.
Sekretaris pemeriksa di Bawaslu Provinsi merupakan
Pejabat Struktural pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Sekretaris pemeriksa di Bawaslu Kabupaten/Kota

merupakan Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota atau
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Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu
Kabupaten /Kota.

Sektretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan
Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua

Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 17
Notulen merupakan staf pada Sekretariat Jendral
Bawaslu, staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau
Staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten /Kota.
Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu

Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Majelis pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan
Pelapor, terlapor, saksi, dan ahli terkait pelanggaran yang
sedang diperiksa di luar proses pemeriksaan
penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, notulen
dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, terlapor, saksi,
dan ahli di luar sidang pemeriksaan.

Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulen
wajib menjaga dan merahasiakan hasil pemeriksaan
dan/atau materi putusan sebelum dibacakan oleh

majelis pemeriksa secara terbuka.

BAB IV
OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

Pasal 19

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan

atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
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Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 20

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara,
prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur,
sistematis, dan masif; dan/atau

perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih

yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

BAB V
PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 21
Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
b. Peserta Pemilu; dan/atau
c. Pemantau Pemilu.
Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu, dapat didampingi oleh kuasanya.
Kuasa yang mendampingi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disertai dengan surat kuasa.

Pasal 22
Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
yaitu:
a. calon anggota DPR,;
b. calon anggota DPD;
c. calon anggota DPRD Provinsi;
d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

e. Pasangan Calon;
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f. tim kampanye; dan/atau
g. penyelengara Pemilu.
(2) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
TSM yaitu:
a. calon anggota DPR;
b. calon anggota DPD;
c. calon anggota DPRD Provinsi;
d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau

e. Pasangan Calon;

BAB VI
TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU DAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

Pasal 23
Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau

laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 24

(1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat
dugaan  Pelanggaran  Administratif @ Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan
keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan
Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan
dugaan pelanggaran.

(3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model
ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara
terbuka.

(4) Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu
dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk

diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
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Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3)
dan ayat (4) memuat paling sedikit:

a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan,;

b. identitas terlapor;

c. waktu dan tempat persitiwa;

d. bukti dan saksi;

e. uraian Peristiwa; dan

f.  hal yang diminta untuk diputuskan.

Pasal 25

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil
laporan.
Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM,
disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi
syarat formil dan syarat materil laporan.
Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model
ADM-2.
Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan formulir
model ADM-2.
Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya
dugaan  Pelanggaran  Administratif @ Pemilu dan
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memuat:
a. identitas Pelapor yang terdiri atas:

1. nama;

2. alamat;

3. nomor telepon atau faksimili; dan
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4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau
surat keterangan kependudukan dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;

2. alamat; dan

3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan

Pemilu.

Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) memuat:

a.

b.

obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
waktu peristiwa;

tempat peristiwa;

saksi;

bukti lainnya; dan

a bk b=

riwayat/uraian peristiwa; dan

hal yang diminta untuk diputuskan.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM

disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan

ketentuan:

a.

untuk pemilihan anggota DPR, pelanggaran terjadi
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan,
atau paling sedikit 50% (lima puluh persen)
kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam
daerah pemilihan;

untuk pemilihan anggota DPD, pelanggaran terjadi
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan
daerah provinsi;

untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia;
untuk  pemilihan  anggota @ DPRD  Provinsi,
pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh

persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam
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daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;

e. untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota,
pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa
dalam daerah pemilihan, atau gabungan
kelurahan/desa dalam daerah pemilihan; dan/atau

f.  pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana
diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang
secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan
perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR,
DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi,
atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan

Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditandatangani

oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh)

rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6

(enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti

pendukung.

Dalam hal terdapat bukti tertulis, dibuat dalam 7 (tujuh)

rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi

materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6

(enam) rangkap.

Pasal 26

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat
disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu
Kabupaten /Kota.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
dapat disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu
atau Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota
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memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta

lampirannya.

BAB VII
BUKTI

Pasal 27

Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif
Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.
Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. keterangan saksi;
b. surat atau tulisan;
c. petunjuk;

dokumen elektronik;
e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam

sidang pemeriksaan; dan/atau

f.  keterangan ahli.

Pasal 28

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang

diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara

langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau

peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM.

(1)

(2)

Pasal 29
Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu;
dan/atau
b. dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta.
Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai
secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk
salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas

permintaan majelis pemeriksa.

Pasal 30
Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2) huruf ¢ merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan
yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu Pelanggaran

Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu

TSM.

Pasal 31
Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap informasi
elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,
termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 32
Alat bukti keterangan Pelapor atau terlapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e merupakan
keterangan Pelapor atau terlapor yang disampaikan secara
langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan
laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM.

Pasal 33
Alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) huruf f merupakan keterangan yang
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disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan

keahliannya dalam sidang pemeriksaan.

Pasal 34

(1) Majelis pemeriksa dapat meminta lembaga terkait untuk
memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang
pemeriksaan.

(2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang terdiri atas Penyelenggara Pemilu, kepolisian,
kejaksaan, peradilan, Pemantau Pemilu, dan/atau pihak
terkait.

(3) Keterangan lembaga terkait dapat disampaikan secara
lisan atau tertulis.

(4) Pemberi keterangan secara lisan mewakili Keterangan
lembaga terkait mendapatkan surat tugas dari lembaga

terkait yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Barang bukti merupakan barang atau benda bergerak
atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian
diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat,
sarana, instrumen dan/atau yang berkaitan dengan
peristiwa  Pelanggaran  Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

(2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperlukan dan digunakan dalam penerimaan laporan
dan pemeriksaan di Bawaslu guna menunjang alat bukti
untuk memperjelas dan membuktikan suatu fakta
Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 36
Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif

Pemilu adalah:
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perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

teguran tertulis;

tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam
penyelenggaraan Pemilu; dan/atau

sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan

dalam undang-undang mengenai Pemilu.

Pasal 37

Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan

tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa

pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

BAB IX

TINDAKLANJUT LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU DAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 38
Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diberikan nomor
temuan dan dicatatkan dalam buku register temuan
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 39

Petugas penerima dokumen laporan memeriksa
kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya
dan materi laporan Pelapor.

Jika dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lengkap, petugas penerima mengeluarkan tanda
terima berkas dengan menggunakan formulir model
ADM-3 untuk laporan Pelanggaran Administratif Pemilu

atau Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM.
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Apabila laporan sudah lengkap, Petugas penerima
memberikan nomor laporan dan mencatatkan pada buku
register laporan.

Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan
materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan
disampaikan oleh Pelapor.

Apabila Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak
meregister laporan tersebut dan menuangkannya dalam
status laporan.

Laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak dapat dilanjutkan ke tahap
pemeriksaan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten /Kota mengumumkan status laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di papan
pengumuman dan/ atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Pelapor tentang laporan yang tidak diregister
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan
menggunakan formulir model ADM-5 untuk laporan
Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM.

BAB X
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pasal 40

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas

kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan

dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM.
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Pasal 41

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas

dokumen Temuan atau laporan untuk memutuskan

keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

a. syarat formil dan syarat materil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7);

b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM;

c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan

d. tenggang waktu Temuan atau laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis

pemeriksa dapat mengundang Pelapor untuk hadir dalam

pemeriksaan pendahuluan.

Hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan

dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diputuskan

dalam rapat pleno majelis pemeriksa.

Rapat pleno majelis pemeriksa menetapkan putusan hasil

pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

a. Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM tidak dapat diterima dan tidak
ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan

sidang pemeriksaan.

Pasal 42
Dalam hal pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan terhadap laporan
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, majelis

pemeriksa provinsi menyampaikan hasil pemeriksaan
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kepada Bawaslu untuk diputuskan dalam rapat pleno.
Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan ke dalam putusan
pendahuluan.

Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada majelis pemeriksa provinsi.

Pasal 43
Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada Pelapor
dan terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil
pemeriksaan pendahuluan.
Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh
Pelapor dan terlapor.
Pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilakukan
oleh majelis pemeriksa provinsi, pembacaan harus
dihadiri oleh Bawaslu.
Dalam hal Pembacaan putusan hasil pemeriksaan
pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
TSM tidak dihadiri Bawaslu, majelis pemeriksa provinsi
dapat membacakan penetapan hasil pemeriksaan

pendahuluan.

Pasal 44

Putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 disampaikan kepada Pelapor secara
tertulis dan diumumkan melalui papan pengumuman
dan/atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari
setelah pembacaan.

Dalam hal putusan menyatakan laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM diterima, majelis pemeriksa
menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan

menentukan jadwal sidang pemeriksaan.
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BAB XI
SIDANG PEMERIKSAAN

Pasal 45
Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan
sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan terlapor paling
lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang
isinya memuat:
a. jadwal sidang pemeriksaan; dan
b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan,
melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau
faksimile.
Surat pemberitahuan kepada terlapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen laporan
dugaan  Pelanggaran  Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang telah

diregistrasi.

Pasal 46
Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lama 1
(satu) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada
Pelapor dan terlapor.
Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan
melalui tahapan:
a. pembacaan materi laporan dari Pelapor atau
penemu;
b. tanggapan/jawaban terlapor;
c. pembuktian;
d. kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan
terlapor; dan

€. putusan.

Pasal 47
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

dihadiri Pelapor dan terlapor.
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Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada
sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu memanggil
Pelapor, dan/atau terlapor, untuk hadir pada sidang
pemeriksaan berikutnya.

Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil
secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali
berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa

kehadiran Pelapor dan/atau terlapor.

Pasal 48

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,

pihak Pelapor dan terlapor dapat didampingi atau diwakili

oleh kuasanya.

(1)

(2)

Pasal 49
Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang
pemeriksaan pertama.
Terlapor menyampaikan dan membacakan
tanggapan/jawaban atas materi laporan Pelapor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang

berikutnya.

Pasal 50

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)

huruf c dilakukan pemeriksaan terhadap:

a.

o

=0 a0

(1)

keterangan saksi;

surat atau tulisan;

petunjuk;

dokumen elektronik;

keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau

keterangan ahli.

Pasal 51
Majelis pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait
untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan
untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang

terkait dengan laporan.
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Lembaga terkait dalam memberikan keterangan dapat

berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 52
Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari
ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, majelis pemeriksa
dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan
atau berdasarkan usulan terlapor dan/atau Pelapor.
Pemanggilan saksi, ahli atau lembaga terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat
pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan.
Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum menyampaikan keterangan diambil sumpah dan
selanjutnya menandatangani berita acara Sumpabh.
Saksi, Ahli, atau lembaga terkait menyampaikan
keterangan berkaitan dengan pokok laporan atau
jawaban terhadap laporan.
Pelapor dan terlapor dapat mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan

saksi, ahli, atau lembaga terkait.

Pasal 53

Pelapor dan terlapor dapat menyampaikan kesimpulan dalam

bentuk tertulis atau lisan.

(1)

(2)

BAB XII
PUTUSAN

Pasal 54
Bawaslu memutuskan laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan
alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota memutuskan laporan Pelanggaran
Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat

bukti dalam sidang pemeriksaan.
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Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno
pengambilan keputusan yang bersifat tertutup.

Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka
untuk umum.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis

pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

Pasal 55

Dalam hal putusan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu

Kabupaten/Kota menyatakan laporan Pelanggaran

Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi,

“MEMUTUSKAN?”, serta:

a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif
Pemilu;

b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan
administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan teguran tertulis kepada terlapor;

d. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota agar terlapor untuk tidak
diikutkan pada tahapan Pemilu dalam
penyelenggaraan Pemilu; dan/atau

e. memberikan sanksi administratif lainnya kepada
terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang
mengenai Pemilu.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti,

amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta

menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara,
prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2018, No.325

(1)

(2)

(1)

(2)

-28-

Pasal 56

Dalam hal putusan Bawaslu menyatakan laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terbukti, amar

putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta:

a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif
Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau
Pemilih yang terjadi secara Tersruktur, Sistematis,
dan Masif;

b. merekomendasikan kepada KPU untuk
membatalkan terlapor sebagai calon anggota
DPR/DPD atau Pasangan Calon;

c. merekomendasikan kepada KPU untuk
memerintahkan KPU Provinsi membatalkan terlapor
sebagai calon anggota DPRD Provinsi; atau

d. merekomendasikan kepada KPU untuk
memerintahkan KPU  Kabupaten/Kota  untuk
membatalkan, terlapor sebagai calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota.

Putusan Bawaslu menyatakan laporan Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM tidak terbukti, amar putusan

berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta menyatakan terlapor

calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota/Pasangan Calon tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih

yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 57
Putusan Bawaslu dibacakan secara terbuka dan dibuka
untuk umum, serta dapat dihadiri oleh Pelapor dan
terlapor.
Salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1)

disampaikan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(satu) hari sejak putusan dibacakan.
Dalam hal putusan menyatakan terlapor terbukti
melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM,
salinan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB XIII
PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

Pasal 58
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat
diselesaikan melalui acara cepat.
Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan
mempertimbangkan kelayakan dan keamanan.
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu
Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
Dalam hal Penyelesaian Pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran
lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan

mekanisme penanganan pelanggaran.

Pasal 59

Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pengawas

Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara

berjenjang sesuai dengan tingkatannya untuk menghentikan

sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya

putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
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Pasal 60
Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN dibacakan secara
terbuka dan dapat dihadiri oleh para pihak.
Salinan putusan disampaikan kepada para pihak pada
hari yang sama setelah putusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibacakan.
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan secara
langsung kepada para pihak.
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh:
a. PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan
laporan kepada Panwaslu Kecamatan; dan
b. pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu,
Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan

kepada PPS.

BAB XIV
KOREKSI

Pasal 61
Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan
koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten /Kota.
Permintaan  koreksi atas putusan  penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan secara
langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir

model ADM-15.

Pasal 62
Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi
atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan

koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran



(3)

(4)
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Administratif Pemilu dibuat secara tertulis yang berisi
alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk
dikoreksi, serta dilampiri putusan Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten /Kota.

Alasan permintaan koreksi terhadap putusan
penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya menyangkut
adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Permintaan koreksi disampaikan dalam 2 (dua) rangkap
yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dileges, dan 1

(satu) rangkap salinan.

Pasal 63

Permintaan koreksi yang disampaikan kepada Bawaslu dicatat

dalam buku register permintaan koreksi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 64
Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
permintaan koreksi dan dokumen bukti atas terbitnya
putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan
koreksi diterima oleh Bawaslu.
Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap putusan
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan
oleh majelis pemeriksa.
Pemeriksaan permintaan koreksi yang dilakukan majelis
pemeriksa dapat dibantu oleh asisten pemeriksa dan
sekretaris pemeriksa.
Pemeriksaan permintaan koreksi dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dengan menggunakan formulir

model ADM-109.

Pasal 65
Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dibuat dalam

bentuk putusan koreksi dengan menggunakan formulir
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model ADM-20.

Putusan koreksi dapat berupa:

a. menguatkan putusan penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota; atau

b. mengoreksi putusan penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau

Bawaslu Kabupaten /Kota.

Pasal 66
Putusan koreksi diumumkan dalam papan pengumuman
di Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Salinan putusan koreksi, disampaikan kepada Pelapor
atau terlapor melalui Bawaslu Provinsi.
Pengumuman putusan koreksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat menggunakan formulir model ADM-
21.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Segala ketentuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
Peraturan Badan ini diberlakukan juga kepada Panwas
Kabupaten/Kota  sebelum  terbentuknya = Bawaslu
Kabupaten /Kota.

Penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada
ketentuan dalam  Peraturan Bawaslu mengenai

penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68
Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan
Pelanggaran Pemilu, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 69

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UM UM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILIHAN UMUM

Formulir Model ADM-1
Temuan Dugaan Pelanggaran
ADM Pemilu/ADM. Pemila

TSM
; A
Nomeor
Lamp
Perihal : Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran
Administratif Pemilo TSM**
Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik [ndonesia/Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
diJalan .............. s e s s e s B

L. IDENTITAS PENEMU
a. Nama Pengawas
b. Jabatan

¢. Alamat L e v waien e eaie saie saie saie e s e e e S aie s aie s aie e baie b e e e s s me e m s aie

1. IDENTITAS TERLAPOR
a. Nama Terlapor

b, Alamat

c: Pekerjaan

d. NomOT TEIEPOII/HP . ooeiveiieraeioe e e seerae sen e o s i i e i v st i s s e
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III. WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN

IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU /PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

PR e b e we e eSS e b e we s WS eSS e b e we b 4T e SE e e b e we p e e e e e s e e s e S RN e e e e e

...............................................................................................................

VI. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskar)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mehon kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia/Badan Pengawas Femilihan Umum

Provinsi menjatubkan putusan sebagai berikut:

Demikianlah Temuar, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran
Admiinistratif  Peniilu ~ TSM** dengan harapan  Bawaslu/Bawaslu
Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota***) dapat segera memeriksa, dan memutus

secara adil.

www.peraturan.go.id



-37-
Horimat kami,
PENEMU
L NRIE oo o svsmesmm svmes v . (tanda tangan)
e MOV 122 sos 55 vs 53 555 553 559 553 559 553 555 (tanda tangan)

*) . Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
**) : disesuaikan laporan dugaan pelanggaran
**3) :Diisikan sesuai dengan tingkatan pengawas pemilu

2018, No.325

www.peraturan.go.id
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Formulir Model ADM-2
Laporan Dugaan Pelanggaran
ADM Pemilu/ADM. Pemilu

Nomor

Lamp

Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran
Administratif Pemilo TSM**

Kepada Yih,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik [ndonesia/Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/KOta voo.u e s versvrernveevvrmn seue s S

I. [DENTITAS PELAPOR
a. Nama Pelapor
b. Jenis Kelamin

c. Alamat

d. Nomor Telepon/HP
e. Nomor faksimili

£ Alamat surat eleROmK @ .o e e e

II. IDENTITAS TERLAPOR
a. Nama Terlapor
b. Alamat

c. Pekerjaan
d. Nomeor Telepon/HP

www.peraturan.go.id
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M. WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

PEMILU/PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

..........................................................................................................

..........................................................................................................

V. BUKTI - BUKTI

..............................................................................................................

VI.PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putiiskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, moheon kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum /Prov/Kah/Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Adniinistratif Pemilu /Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM** dengan harapan Bawaslu/Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota**) dapat segera memeriksa, dan memutus secara
adil.

www.peraturan.go.id
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Horimat kami,
PELAPOR
L NRIE oovmsmem o sosmesmmm svsmas v . (tanda tangan)
e MOV 122 sos 55 vs 50 535 553 534 553 554 553 555 (tanda tangan)

*) : Diisi temipat, tanggal, bulan dan tahun
**) : disesuaikan laporan dugaan pelanggaran
**4 :Diisikan sesuai dengan tingkatan pengawas pemilu

www.peraturan.go.id
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Formulir Medel ADM-3
Tanda Terima Berkas

LOGO
FENGAWAS

PEMILY

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS
No.../ADM BERKAS/ADM. TSM.BERKAS**/ BWSL.(sesuai tingkatarn)

/Bin/20....%)
Telah diterima dari
Nama P e e e e e e e e e e e e N
Organisasi B g R Niag TN A SEAT NG Mia TSRS Nwag PR eE
Alamat e et e e sy gt et e e e e s e £ ne e s e g e e £ o v g g e
No. Telp/HP
Hari dan TAnE@EAL © . .cveeivierieimres orenieameneonras oren e amensemnsas 1oresseasensemmres oressemsensens
Waktu LI e e e e e e e e e e e e e
Rincian Berkas
NO Dokumen Jumlah
1
2
3
4
5
dst..
s AR
Diterinia oleh,
Penerima berkas Pelapor

Catatan :

#) ¢ disesuaikan laporan dugaan pelanggaran

**) : Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas berbeda dengan nomor Registrasi
Permohonan

*+4) : Diisi temipat, tanggal, bulah dan taliun.

www.peraturan.go.id
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LOGo TFormulir Model ADM-4
PENGAWAS

PN Berita Acara Registrasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ..:..:.
BERITA ACARA REGISTRASI TEMUAN/LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU /PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM*

a. Nama Pelapor s Fe AT S FeTe VAT SR PSSR SR SeeTe o S
b. Jenis Kelamin ¢ i el inme Fhaif sibnseres i Vet e A Pl sl o
c. Alamat F: & Gotec o einn ot lnc »mrie KBS 860 E(RNCH O o B S SKONH TSR
d. Nomor Telepon/HP b e e sl shmrms Ao P siinsherns Fnedls Pohof® s smerms Fine i Thieid s smarms ¥
€. Nomor faksimili F. o b aa s i X0 K8 9 (88 11 R 0 R 0 €N 8140
£ Alamat surat elektronik ! s svsswss s sonse ssvesss s soare saesees sy foas svwasaa

a) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima,
berkas laporan dinyatakan lengkap.

b) Baliwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam
Buku Register Laporan -<dugaan Pelanggaran Adniinistratif Pemilu
/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM* sebagai tanda bahwa laporan
telah diterima oleh Bawasla.....................

c) Bahwa Laporan dari Pelapor telah diregistrasi dengan
Nomor:.. /ADM /ADM.TSM /BWSL/PEMILU/ (Bln)/(Thn)

crreenmrneeenes opnessennes e 2000 3
Jam............"*
SEKRETARIAT
BAWAST W iarisss ses sos sva 555 50 553 553

Ttd
Catatan:
*) » disesuaikan laporan dugaan pelanggaran

*¥) ; Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
**4) : Diisi sesuai dengan waktul setempat.

www.peraturan.go.id
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Formulir Model ADM-5
LOGO Penmberitahuan Laporan
PENGAWAS Tidak Diregister

PEMILU

Nonior Do -
Lampiran

Perihal : Laporan tidak dapat diregisterasi

Kepada Yth. «.coeveeierne e ivcnne.

Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ..... dengan ini

memberitahukan kepada: ... i sebagai Pelapor, dalam
laporan atas NAma ............. . vang telah diajukan kepada Bawaslu/ Bawaslu
Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota...... pada tanggal hh/bb/tttt.?) dinyatakan

tidak dapat diregisterasi.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan

dokumen sebagai berikut:

Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas
waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima

nomor...****, tanggal.....**** namun Pelapor tidak melengkapi berkas.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

SEKRETARIAT BAWASLU ...ovvivineovecvern crnen ,

www.peraturan.go.id
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Formulir Model ADM-6
Surat Pemberitaliuan dan
Pemanggilan Sidang

Pendahuluan
LOGC
PENGAWAS
PEMILY
Nomeor o
Lampiran ...
Perihal : Pemberitahuan dan panggilan sidang Pendahuluan
Yth.
QAo e e e st et e et e e s
Badan Pengawas Pemilihan Umuim ..o , dengan ini memberitahukan
kepada Pelapor.

dalam Laporan , yang telah dicatat dalam Buku Registerasi Laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
NOTIOT wcvncn [oriniimaieianf iy

untuk menghadiri sidang pendahuluan yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal e s e i i e i i e i s e i s i e
jam D 6 oot oot aomennch a3 4500 5006 SAJ AD06 SOHEFAS SN 5006 SAJ ANNEUIH SAJ ANMEUIH AN SAFANENNESE
tempat

acara et e e e i e e i e i e e e i i 2 i e i

Demikian pemberitabuan dan panggilan ini disampaikan atas kehadirannya

diucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT BAWASLU .. iiciiviin s sivnie sivuiny
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Formulir Model ADM-7
Putusan Pendahuluan
LOGO
PENGAWAS

PEMILLT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

FUTUSAN PENDAHULUAN

Menimbang : a) bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota
evieeennn, telah mencatat dalam Buku Penerimaan
Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif

Pemiiu /Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, laperan

dari:
Nama 6 Baias ST SIS TS P SRS PSS PRSI &
No.KTP/SIM /Paspor b P ita s smrns Sm ¥l FHoe 3 o smerme fime ¥ Phe S sinzmens 6
Alamat/Tempat Tinggal @ ....cccoomeenen. P TRTTN e
Tempat, Tanggal Lahil oo i i e i ienneens
Pekerjaan/Jabatan O e e e e e -

dengan laporan bertanggal ....., memberikan kuasa
kepada...... dan dicatat dalam penerimaan berkas
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratilf Pemilu
/Pelanggaran  Administratif Pemilu TSM  Nomor

b) bahwa Bawashi/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota
telah  memeriksa Laporan Dugaan  Pelanggaran
Administratif Pemilu /Pelanggaran Administratif Pemilu
TSM dengan hasil sebagai berikut:

a. (diisi mengenai Syarat forniil dan syarat materil);

b. (diisi mengenai Kewenangan untuk menyelesaikan

www.peraturan.go.id
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laporan dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM);

c. (diisi mengenai Kedudukan atau stattis Pelapor dan
Terlapor); dan

d. (diisi mengenai Tenggang waktu Temuan/Laporan
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau

Pelanggaran Administratif Pemilu).

¢) bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota,
terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umunt;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .......

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
MENGADILI

1. Menyatakan Temuan/laperan Pelanggaran Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diterima;

2. Menyatakan Temuan/laporan dugaaan Pelanggaran Administratif Pemilu
atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditindaklanjuti dengan sidang
pemeriksaar.

atau

1. Menyatakan Temuanj/laporan dugaaan Pelanggaran Administratif Pemilu
atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Temuan/laporan dugaaan Pelanggaran Administratif Pemilu
atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak ditindaklanjuti dengan

sidang pemeriksaai.
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Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawasla

Kab/Kota......ivoeers. 0lelt 1).....,scbagai Ketua BawaslU......o: 2)...., sebagai
anggota  Bawaslu............ 8)....., sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu
Provinsi/Bawashu Kab/Kota... ... , dan dibacakan dihadapan para pihak
serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal.....
Ketua
ttd
(e )
Anggota Anggota
td td
(s semems ramzs samozms samass sames s ) (7 omnce ssmozmes ssaca saae )
Anggota Anggota
ttd ttd
. ) R )
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Formulir Model ADM-8
Surat Pemberitahuan dan
LOGO Pemanggilan Sidang
PENGAWAS Pemeriksaan
PEMILU

Nonmor

Lampiran

Perihal : Pemberitahuan dan panggilan sidang Pemeriksaan

Kepada Y. .o i i v v s s

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ...................., dengan
ini memberitahukan kepada Pelapor/Terlapor/SaksifAhli /Lembaga Terkait.*);

dalam Lapeoran yang disampaikan olell ... , vang telah dicatat dalam
Buku Registrasi Laperan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM NOMOL ....... [.cocorimvenenf vevnin

untuk menghadiri sidang pendahuluan yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal i 6 SO I SR ST ST SR ST WS SO SaTE SO SaTSaTE S ST S S e e
jam D e v e e v e e e e s e e s . .
tempat

acara B s ST ST S ST S SR ST S ST S ST SR S e e e

Demikian pemberitahuan dan panggilan ini disampaikan atas kehadirannya

diucapkan terima kasil.

SEKRETARIAT BAWASLU ... iviiniiinivnnns cvsenny
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Formulir Model ADM-9
Ve leTe] Berita Acara Sumpah/Janji
PENGAWAS

PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

Pertanyaan: )
Apakah Saudara bersedia meniberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji?

Jawaban:

Ya, Saya hersedia

--------------- Pada hari inj ......, tanggal .... bulan .......... tahun......., sekitar
pukul ...... WIB/WIT/WITA?*), Saya:------ -- mmmmmmmemme s

Bersedia bersumpah/berjanji*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
Saya anut, yakni agama .............. terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Nomor : ............
yang dilaporkam OlEIL ... e eeveieeioeiunvunvae e = mmm o
Dengan ini Saya akan memberi keterangan yang sebenar-benaimya dan tidak
lain dari pada yang sebenarnya, ——------------smmmmm e m o
Demikian Sumpah/Janji*) Saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan

kepercayaan yang Saya anut.

Saya yang bersumpahy/berjanji*),

Catatan:
*) = dipilih salall sata

** : dibubuhi materai
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LOGO
PENGAWAS Formulir Model ADM-10
Berita Acara Sumpah Ahli

PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BERITA ACARA SUMPAH /JANJI

Pertanyaan:
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji?

Jawabain:
Ya, Saya bersedia

Bersedia bersumpali/berjanji*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang

Saya anut, yakni agama .............. terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemiln TSM Nomor @ ...
yang dilaporkan olell .« i s s s =mmmmmmmmm = mmmm s mmmmm e

Dengan ini Saya sebagai ahli akan memberi keterangan sesuai dengan

keahlian saya----- - - = = = S
Demikian Sumpah/Janji*) Saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan

kepercayaan yang Saya amut. - - - R

Saya yang bersumpah/berjanji*),

Catatan:
*) » dipilih salah satu
**) © dibubuhi materai

www.peraturan.go.id
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LOGO

PENGAWAS

PEMILU

2018, No.325

Formulir Model ADM-11
Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor:.... /ADM/ADM.TSM/BWSL.(.........)/Bln/Tahun

Bahwa pada hari..., tanggal....

bertempat di......

dilaksanakan Sidang

Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran

Adniinistratif Pemilu ‘TSM  oleh  Bawasli/Bawaslt  Prov/Bawaslu

Kab/Kota.......... dengan agenda.............. acares e s

Yang dihadiri oleh:

A. Susunan Sidang Pemeriksaan

1. | Pimpinan Majelis Penieriksa (Ketua/Anggota
Bawaslu /Bawaslu
Provinsi/Panwaslu
Kab/Kota)

2. | Anggota Majelis Pemeriksa 1 (Ketua/Anggota
Bawaslua /Bawasla
Provinsi/Panwaslu
Kab/Kota)

3. | Anggota Majelis Pemeriksa Il | { | cvicinniiiana.. dces s & (Ketua/Anggota
Bawaslu /Bawasla
Provinsi/Panwaslu
Kab/Kota)

Anggota Majelis Pemeriksa 111

Anggota Majelis Pemeriksa IV

Asisten Pemeriksa

...........................
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B. Para Pihak
1. Pelapor/Penemn dan/atau Kuasanya
2. Terlapor/Pelaku dan/atau Kuasanya
. Saksi

3
4
5. Lenibaga Terkait
6. dst....

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan sebagai berikut:

Keterangarn:

Catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses

pemeriksaar.
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Formulir Model ADM-12

Risalah Sidang Pemeriksaan
LOGD i
PENGAWAS

PEMILT

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor:.... [ADM/ADM.TSM/BWSL.(::.:....)/Bln/Tahun

Perihal R D B D D e
Pelapor Y6 sanws 5 T8 SIS SIS SRS SIS SRS FEEE SN SIS SRR SR SaIs 7 S
Terlapor it Moeimrme e Poonfs cMithmrms Sime ko sinetioe fym e ko sMosimcce e e Fihn oMo ¥
Acara . ¢ Coeion raim AR o e RS EHOIn T KAICH TR R (OO AR

Susunan Pemeriksa

Asisten Pemeriksa

Sekretaris Pemeriksa

D T e N T ST N N T I ST R Ty

Notulen
Pihak yang Hadir:
Pelapor/Penemu dan/atau Kuasanya B e SN s See R SN See SR

Terlapor dan/atau kuasanya

Alli % I, e e e st s St TS st e St 9 st Yimeti s 4% siinsenit s
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-54-
Lembaga Terkait b SOOI et b e ST e e e e USRI
2. .
B e v ne et e e et e e e e e e e g

SIDANG PEMERIKSAAN

Hari/Tangal @ .....ooovviiirnenni§/A ooviicnnn -

No' | Nama Keterangan/Dialog/Feristiwa vang terjadi
dalam Pemeriksaan

1

2

3.
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Formulir Medel ADM-13
Putusan

BADAN FENGAWAS PEMILIHAN UMLUIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a) Bahwa Bawaslu/Bawaslu Prov/Bawaslu
Kab/Kota.....cocoivevvernanne, telah mencatat dalam Buku
Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilii/ Pelanggaran Administratif Pemilu ‘TSM, laporan

dari:

Nama e e e e e e s e e e e
No.KTP/SIM /Paspor Do semna we P S — cedme s
Alamat/Tempat THIEGAL @« veuncormanirmnans spoas saieasmseys opaan sasimnio
Tempat, Tanggal Lahir ... e RS e e % ke sz
Pekerjaan/Jabatan

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum/Calon Anggota DPR/Calon
Anggota DFD/Calon Anggota DPRD Provinsi/Calon
Anggota DPRD  Kabupaten/Kota/Pasangan  Calon
Presiden Dan Wakil Presiden/Tim Kampanye; dan/atau
Penyelengara Pemilu.

(untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu)
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Atau

Calon Anggota DPR/Calon Anggota DPD/Calon Anggota
DPRD Provinsi/Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
dan/atau Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

(untuk terlapor dugaon Pelanggaran Administratif Pemilu

TSH)

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM Nomior

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala

bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu telahh memeriksa Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu /Pelanggaran
Administrati Pemilu*) dengan hasil sebagai berikut:

1. (uraian Laporan Pelapor)

2. (bukti-bukti Pelapor)

3. (keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor)*

4. (uraian jawaban Terlapor)

5. (bukti-bukti Terlapor)

6. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor)*

7. (keterangan Lembaga Terkait)*

8. (pertimbanigan Mejelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang

pemeriksaan
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b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
(dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti

dan Peraturan perundang-undangan)

¢) bahwa Bawaslu/Bawasli Prov/Bawaslu Kab/Kota
terthadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

huruf ¢, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2017 tentang Pemilihian
Umum;
2. Peraturan Badam Pengawas Pemilihan Umum Nomor .......

Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemiln

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanismnie.

2. Memerintahkan Kepada KPU/.../..../ untuk melakukan perbaikan
administrasi terhadap tata cara; prosedur, atau mekanisme sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

3. Memerintahkan Kepada KPU/.../..../ untuk memberikan péringatan
tertulis kepada. ..o e v

4. Memerintahkan Kepada KPU/...../.../ untuk tidak mengikutkan
Peserta Pemilu (anggota DPR,DPD,DPRD dan Presiden dan Wakil

Predisen) pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Atau
Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sali dan meyakinkan melakukan

perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Atau
1. Menyatakan Terlapor ...(nama terlapor)... terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan

massif berupa perbuatan menjanjikan dan/ataun memberikan uang atau
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materi lainnya antuk mempengarnhi Penyelenggara Pemilu dan/atan
Pemilih.

2. Memerintahkan KPU/KPU Prov/KIP/KPU Kab/Kota untuk membatalkan
Terlapor ...(nama Terlapor).... Calon Anggota DPR/DPD/DPRD atan
Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum****),

3. Memerintahkan kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP

Aceh /KPU /KIP Kabupaten/Kota,**) Nomor:. .cc.uiieiiss
TeNtang.......coeveevserss
Atau
Menyatakan Terlapor ..o, tidak terbukti secara sah dan

meyakinkanmelakukan perbuatan. ...

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat plene
Bawasltl.cooovoios olelr 1).....,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)......, sebagai
anggota Majelis Pemeriksa 3)....., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-
masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabh/Kota......ccovwrvennennnen. , dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka

untuk umum pada hari... tanggal....

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

BaWaslt io e iseisevesiisven v iassa ssanen s
Ketua
ttd

R o)

Anggota Anggota
ttd ttd
( ) (onn. )

Anggota Anggota
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(oo ) (e esenen )

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd
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LOGO Formulir Model ADM-14
PENGAWAS Status Lapora_II

PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

STATUS LAPORAN
NOMOR : ..o/ v frernrrs [ B

Dengan telah dibacakannya Putusan Bawaslu/Bawaslu Prov/Bawaslu

Kab/Kota .o ; atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu/Pelanggaran Administratil Pemilu TSM Nomor RegISIrasi ... ..o vee v vy

yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. ..., dan Terlapor
S disampaikan hal-hal sebagai berikut:

II.

(Dasar Hukum);
1. Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemiluy
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nonior ...... Tahun

2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemihi.

Bahwa Putiuisan Bawaslu /Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota....... dengan NOIHOT. . . v s wvssmss oxs wxs oxs sxwns sxseanss oxs vy LEIALL
diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam
forum rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota. ... v v oy dan dincapkan dihadapan para pihak

serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal.... .

Bahwa Badan Pengawas Pemilillain UmDil.....oomn s ,  membuat

Putusan (amar Putusan)
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Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINST ..o vvoveeers e )
KETUA/ANGGOTA,
— e e
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LGOD Formulir Model ADM-15
PENGAWAS

PERILU Permintaan Koreksi atas Putusan
Bawaslu Prov/Kab/Kota

.......... prasemsssensesesme
Nomor
Lamp
Perihal : Permintaan Koreksi Atas Putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kab/Kota Nomor «.cuwimmssmin Tanggal . .o sovene sin s s e
Kepada Yth,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umumi.. c.ccoovnevensas R TRp——

Dengan hormat,
Bahwa dengan ini kami mengajukan permintaan koreksi atas Putusan
Bawaslu Provinsi/Kab/Kota terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu, sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR
a. Nama Pelapor R ——
b. Jenis Kelamin
c. Alamat Bl s it e s o o 0 i 0 ot 950 1 1 1SRN 1 15
d: Nomor TelePomfTHE !« v v o s oa sams oo v s s sase sats samswas v s
e. Nomor faksimili

£, Alamat sSUTAL ElERTFOTIK 1 oo tiv ettt st e s s e s e sise s s

Memberikan Kuasa, kepada 1. ........, 2 , dst..... , bérdasarkan Surat
Kuasa Khusus NoOmor:.........., tanggal.......ccoceewivne .. , dalam hal ini memilih
domisili di Kartor KOaSaITYA « .. covseeus et o o covimai s 37w e aas ogs o 5555mais uaas ogs ses

selanjutnya disebut Pelapor, melaporkan
1. Nama Terlapor
2. Alamat L e e s i e e i e e i e s i e s e e sa
3. Pekerjaan
Nomer Telepon/HP
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Dengan ini mengajukan permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota  NOMOT,..c.u. e s tanggal......coeeive o ; yang  amar
Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan Kepada KPU/....[/..../ untuk melakukan perbaikan
administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.  Memerintahkan Kepada KPU/.../.../ untuk memberikan peringatan
tertiilis kKepada.. oo e e e oo oee o

3. Memerintahkan Kepada KPU/...../...../ untuk tidak mengikutkan
Peserta Pemilu (anggota DPR,DPD,DPRD dan Presiden dan Wakil
Predisen) pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Atau
Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sahh dan meyakinkan melakukan
perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu

Provinsi/Kab /Kota......coovvvnvenunes , Nomor......... , Tanggal............ » kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal....cococumns .
sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kab/Kota i,
dibacakan pada hari ........., tanggal ............,dst.....

. URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU
PROVINSI/BAWASLU KAB/KOTA.

Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan
hukam  dalam  Putusan Bawaslu  Provinsi/Bawaslu  Kab/Kota
NOmOT: . i ivwouiias ;  Tanggali ... , (Jelaskan secara detail tentang
permohonan koreksi Pelapor atas penerapan hulum dalam Putusan
Bawasln  Provinsi/ BawasluKab/Kota.  terhadap — Laporan  dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu) sebagai berikut:
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V. PETITUM (hal-hal yang diminta PELAPOR)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memuntus Permintaan
koreksidari Pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

b. Menerima permintaan koreksi Pelapor ....(nama Pelapor)....;

c. Menyatakan membatalkan Putusan Bawasla
Provinsi/Kab/Kota.......cooey NOMOT. sivviviivisviiiy, tanggal o on ey
d. dst....

Demikianlah permintaan koreksi Pelapor, dengan harapan Badan
Pengawas Pemilu dapat segera memeriksa, dan memutuskan

permintaan koreksi Pelapor ini secara adil.

Hormat kami,
PELAPOR/KUASANYA
1o NADA ..o e e , (tanda tangan)
AN 1 1 - SN , (tanda tarigan)

)+ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
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LOGO
PENGAWAS

PEMILY

2018, No.325

Formulir Model ADM-16
Tanda Terima Berkas

Permohonan Koreksi

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS
No.../ K/ ADM.BERKAS/ ADM. TSM.BERKAS*/ Pemilu/Bln/20....**)

Telah diterima dari

Nama % aias AT Niwas SRR Mg PEET ARG AN PRI N was DA

Organisasi
Alamat
No. Telp/HP

Hari dan TAnGEAL © ...oeieversemmmsiones e ras teres seasense s e vas sagsessas s 1ores seses

Waktu
Rincian Berkas

NO Dokumen

Jumlaly

N @ Gy A W N

Dst...

Diterinia oleh,

Penerima berkas

Catatan :

# : disesuaikan laporan dugaan pelanggaran

Pelapor

**) : Nomor Tanda Bukti Penierimaan Berkas berbeda dengan nomor Registrasi

Permohonan

*+4- Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
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LOGO Formulir Model ADM-17
FENGAWAS Berita Acara Registrasi

Permintaan Koreksi

PEMILI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM .......
BERITA ACARA REGISTRASI PERMINTAAN KOREKSI

Nama Péelapor

o

Jenis Kelamin

Alamat L e e ene s e aie s aie saie baie e e e e e aie s aie s aie e Saie e v e e

iy

Nomeor Telepon/HP

Nomor faksimili

oo

Alamat SUTAL ClERTIOIIK 1 . ivsive s con ves sne sos vmis sni soins mis ss snis s sminn ni smis smis e s s mien me

a. Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam
Buku Register Permintaan Koreksi sebagai tanda bahwa permohonan
koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi/Kab/Kota, terkait laporan
Pelanggaran Administratif Pemilu telah diterima oleh Bawashu.

b. Bahiwa Permintaan Koreksi dari Pelapor telah diregistrasi dengan

Nomor:.. /K/ADM/BWSL/Pemilu/ (Bln)/(Thn)

yoeernreene e 20,,.7%
JAT e ok
SEKRETARIAT BAWASLU......cooovevvriiennn .
Ttd
( )

Catatan:

*) : disesuaikan laporan dugaan pelanggaran
**) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
**4) : Diisi sesuai dengan waktul setempat.
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LOGO
PENGAWAS

PEMILII
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Formulir Model ADM-18
Surat Pemberitahuan Sidang
Permiintaan Koreksi Putusan

Nomor Y e et

Lampiran : ..o

Perihal : Pemberitahuan sidang Permintaan Koreksi atas Putiisan Bawaslu
Provinsi

Kepada YL .o iveresiierns e vvene soerne vae vn v va e

BLIP 5 o cx sos castons soicmncs soimasemnss sxskens sszan o5

Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan ini memberitaliukan kepada:

e e e o S€EDAgal Pelapor/ Terlapor /Pihak Terkait. #);

dalam Permintaan Koreksi, yang telah dicatat dalam Buku Registerasi
Permintaan Koreksi Nomor .../K/ADM./BWSL/Pemilu/Bln/tahumn..

untuk membuat Kontra permintaan koreksi bagi Terlapor. dilampiri dengan

bukti-bukti, untuk disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari

sejak Pemberitahuan ini disampaikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima

kasih.

SEKRETARIAT BAWASLU. ...rmovr crrvinemennes s
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LOGO Formulir Model ADM-19
PENGAWAS Berita Acara Pemeriksaan
Koreksi Putusan

PEMILU

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

MNEBVET - 22 wvis vaa svs vaa 50 as a0 345 30 587 953 Faaeeds 10 3
Bahwa pada hari..., tanggal.... bertempat di...... dilaksanakan Sidang
Pemeriksaan Permintaan Koreksi olel Bawaslui.......... dengan
AGETI R s s s anows sevns s yang dihadiri oleh:

A. Susunan Sidang Pemeriksaan

1. | Pimpinan Majelis Pemeriksa S e (Ketua/Anggota
Bawaslu)

2. | Anggota Majelis Pemeriksa I 3| wews ras o mveeas s s (Ketua/Anggota
Bawaslu)

3. | Anggota Majelis Pemeriksa II - (Ketua/Anggota
Bawasln)

4. | Asisten Pemeriksa 3| e s e sawen s onens ras e

B. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan sebagai berikut

C. Berita acara penicriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah pemeriksaan.

D. Demikian Pemeriksaan Permintaan Koreksi, pemeriksaan berikutnya

dengan agenda.... akan dilaksanakan pada pukul....c..... hari.... dan
tanggal.. coriin spvas sz
Pimipinan Majelis Pemeriksa Sekretaris Pemeriksa
ttd Ttd
(U e s e e s ) TP )

www.peraturan.go.id
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LOGO
PENGAWAS Formulir Model ADM-20

PEMILU Putusan Pemeriksaan Koreksi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PUTUSAN
Nomor:..../K/ .o [avsiasf venieas
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawashu..........o..o. , telah mencatat dalam

Buku Registrasi Permintaan Koreksi, laporan dari:

Nama LA PO ks s s aenias
No.KTP/SIM/Paspor
Alamat/Tempat Tinggal = ........ ey e e e oo

Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan/Jabatan - D D e

dengan Permintaan bertanggal ....., memberikan kunasa
kepada.,..... dan dicatat dalam Buku Registrasi

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Dokumen - Dokumen
Permohonan Koreksi dengan hasil sebagai berikut:

(uraian Permiintaan Koreksi Pelapor)

(bukti-bukti Pelapor)

(uraian Kontra Permintaan Koreksi Terlapor)

(bukti-bukti Terlapor)

Dokumen-dokumen pendukung lainnya

a g AW

(pertimbangan Mejelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta didalam pemeriksaan

b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
(dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti

dan Peraturan perundang-undangan)

www.peraturan.go.id
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¢) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas
dokumen-dokumen Permintaan Koreksi maka
berpendapat sebagai:
(1) Tentang duduk Perkaranya ... P y

(2) Tentang pertimbangan NUKUM ..o

4 eley e e e e b e e e ey e e s e e e ey e e e e el e ele Y ea e b b e e sey e

d) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan
dokumen-dokumen Permohonan Koreksi berkesimpulan
sebagai berikut:

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .......

Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Permintaan Koreksi Pelapor ....(nama Pelapor)...

2. Menyatakan membatalkan Puttusan Bawaslu Provinsi  ....c..eec.eceo.eo.

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan
Bawaslu Provinsi/Kab/Kota .......couevmernssnsrnny NODIOT wovvissinevv s enenne, TADGEA]

www.peraturan.go.id
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Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam
forum rapat pleno Bawasli.............. oleh 1).....,sebagai Ketua Majelis
Pemeriksa 2)......, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)....., sebagai Anggota
Majelis. Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawasll..........coe,
dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk vmum pada hari...
tanggal.... .

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawarsli oz o sos sos sox sios o s s s swass o
Ketua
ttd
(v emenmmnme e e o)
Anggota Anggota
ttd ttd
..................................... ) PN |
Anggota Anggota
ttd ttd
..................................... ) (seisesnimesnaamamamniiams)

www.peraturan.go.id
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Formulir Model ADM-21
Status Laporan

LoGo
PENGAWAS
PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR ¢ .../ R /BIn/ ...

Dengani telah dibacakaunya Putusan Badan Pengawas Pemilihan

Umunk. ..co.oveeeeenny atas  Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu
Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota Nomor Registrasi......cwiiu e, yang
dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. .........ccccooceveeenn. dan Terlapor Sdr.
v e e e e o e e AiSEDIpaikan hal-hal sebagai berikut:

L. (Dasar Hukum);

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
2. Peratwran Badan Pengawas Peniilihan Unium Nomor ......Tahun
2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

I Bahwa Putusan Bawasltl.....o.oooooviivienann.s , dengan
NOMOT.cv e s eoraer v e e e SO , telah diputuskan pada rapat
permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno
Bawaslu......c...... e .y dan ditcapkan dihadapan para pihak serta
terbuka untuk umum pada hari... tanggal....

[MI. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umuni. ... , membuat

Puttisan (amar Putusan)

Demikian disampaikan Status Permintaan Koreksi atas Putusan

Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota.

....................... Tanggal:.wwswras
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI covviiviieiinieeiaevininn )
KETUA/ANGGOTA,

www.peraturan.go.id
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Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan

Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PEM ARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Putusan Pengawas

Pelapor/Penemu :
..................................................... Tempat dan Waktu Peristiwa.........cccceovieieeiinns

Tanggal Laporan/Temuarn...

Tanda Tangan

Uraian Kejadian : ............

(Pelapor/Penemu) (Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN

www.peraturan.go.id



